
BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROI,ANGUN
NOMOR ,9 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERII\ITAH DAEMH
TAHUN 2015

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan- Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahlm
2O1f-2O16 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu
disusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KabuPaten Sarolangun Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun
harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai satu kesatuan yang utuh dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksltd
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetaPkan Peraturan
Bupati tentang Peoetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2OO0 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentaog
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
p"m"riitat at daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana-- telah

beb"rapa kali diubah terakhir dengan - Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan baerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tanrang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005'
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oO4 Nomor 45, Tambahal l,cmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Pen)rusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

7.

9.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliar dan Evaluasi
Pelaksaraan Rencana Pembangunan Daerah llembaran
Negara Republik tndonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48171;

11. Peraturan Presiden Nomor S Tahun 2OLO tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNJ
Tahun 2010 - 2014;

12. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 2Z Tahun 2Ol4
tentang Pedoman penlusunan, pengendalian dal Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunal Daerah Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talun 2007 t€ntang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambalan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
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14.

15.

Peraturan Daerah KabuPaten Sarolangun Nomor 08 Tahun
2006 tentang Rencana Pimbangunan Jangka Panjang-(RPJPJ

Kabupat€n Sarolangun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabuiaten Sarolangun Tahun 20O6 Nomor 08 Seri E Nomor

04);

Peraturan Daerah Kabupaten Saroiangun Nomor 02 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) kabupaten Sarolangun Tahun 2O11-2016;

Peratutan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun
2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Keda Lembaga
Teknis Daerih Kabupaten Sarolangun (kmbaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga ?eknis Daerah
Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupat€n
Sarolangun Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Bersama Mented Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keualgan
Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010,
Nomor PMK 95/PMK 07 l20lo tentang Penyelarasan Rencar:,a
Pembangu.nan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2O7O-2Ol4i

Memperhatikan: a.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentaog Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OtrO
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penprsunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KER"IA
PEMERINTAH DAEMH TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

]. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun,



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah menurut aias-otonomi dan tugas pembantual dengan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Sarotangun.

5. Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah selanjutnya disebut DPRD adelah DPRD

Kabupaten Sarolangun.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
S"roLngut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yarg bertanggung jawab

terhada! pehlsanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di
Kabupaten Sarolangun'

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Kebijakan Umum APBD yartg selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusuna-n APBD,
kebijakan pendapatan daerah, kebdakan belanja daerah, kebijakan
pembiayaan daerah dan straregi pencapaiannya untuk periode 1 (satu)
tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yarrg selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pen5 lsunan
tahapan-tahapan k€giatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
Iingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
men5msun rencana pembangunan daerah,

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku penggu,na
Anggaran/ Pengguna Barang.

16. Rencana Kerja Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja-SKPD adalah Rencana pembangunan Tahunan Satuan Kerja peranlkat
Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Satual ferja ferallkat
Daerah untuk periode I [satu) tahun.



17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja plogram dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
iasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

19. Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau iebih
unit ke4'a pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), baraag modal
termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja P€merintah Daerah Kabupaten Sa-rolangun Tahun 2015
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yaitu Tahun 2o15 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan
berakhir tanggal 31 Desember 2015;

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun
2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabara-n
dari Rencana Pembaagr:nan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sarolangun Tahun 2011-2016 serta mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 - 2025,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencara Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Tahun 2015, yang m€muat Rancargan Kerangka Ekonomi
Daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program daJI kegiatan prioritas Daerah;

(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berfungsi sebagai :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Ke{a SKPD (Renja-SKPD);

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk pen1rusnnan Kebijakan Umun
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD;

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penl'usunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-
APBD) Tahun Anggaran 2015.

BAB II

TAHAPAN PEMUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DADRAH

Pasal 3

(f) Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD| meliputi :

a. Pen)n-rsuna[ Rancangan Awal RKPD;
b. Penyusunan Rancangan RKPDi



c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD;
e. Penetapan RKPD.

(2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Ikbupaten' ' 
Sarolangun Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dilaksanakan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan RKPDi
b. Penyrsunan Rancangan Awal RKPD;
c. Muiyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan;
d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
e. Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
f. Forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangr-rnan Daerahl
g- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten;
h. Penyrlsunan Rancangan Akhir RKPD;
i. Penetapan RKPD.

(3) Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolaagun Tahun
2Ol5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka penlrusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggarart
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun
Anggaran 2015, RKPD Tahun 2Ol5 digunakan untuk :

a. Bahan pembahasan dalam penetapan Kebijakan Umum APBD (KU APBD);
b. Bahan pembahasan dalam penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

APBD (PPAS APBD);
c. Bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun

2015.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimal<sud pada
Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2014 hasil pembahasan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB IV

PELAPORAN KINERJA

Pasal 6

(1) Satuan Kerja Peralgkat Daerah (SKpD) membuat laporan kinerja triwulan
dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dal anggaran yang berisi
uraian teritang keluaran kegiatan dan indikator kineij-a ma jing--masing
program;

(2) l,aporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (t), disampaikan kepada Badan
Perencanaan Pembanguaan Daerah (Bappeda) Kabupatln Sarolangun paling
lambat L4 (empat belas) hari setilah beraklimya triwuian 'yani
bersangkutan;



(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis
. 

dan evaluasi ,r".,r1.r, nrggr -lahur, b"ritutnya yang diajukan oleh sKPD

yang bersangkutan '

BAB V

KE"TENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab,upaten Sarolangun wajib

menelaah kesesuaian a"tr.^ i;;ij;;; umum npBo (Ku APBD), Prioritas Plafon

il;;; 
-3"--"'i"." 

APBD (PP,is APBD) dan-Rencana. Kerja dan Alqsaran-s.tT." 
fi.t1" ierangkat Daerah (RKA-Slteut 31'1t1. 2.0 15 hasil pembahasan

t"i."-^ D"ewan Pe-r-wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun

d"r,g", R"n"..r^ Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015'

BAB VI

KE"TENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga! setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Salolangun.

Ditetaokan di Sarolansun
pada Lnggal 

'o 
u.t 2ot4

BUPATI SABOLANGUN,

Diundangkan di Sarolayrgun
pada tanggal 4o tnei ZOt4

",K}O^ERAH KABUPATEN SARO LANGUN,

THABRONI ROz,qII

BERI?A DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR


